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KEPUTUSAN MENTER! KESEHA TAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 744/MENKES/SK/V/2005 

TENTANG 

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT 
Y ANO DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG 
MENOAKIBATKAN PENOELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT 
KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBA YARAN, 
DAN BEND AHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENT ARA 

Menimbang 

PENINGKATAN PELA YANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN 
PROVINSI JAW A TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggarm1 Pendapatan dan Belanja Negara 
telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 72 Tahun 2004; 

b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri 
Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran 
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b terse but di 
atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, 
pejab.at yang diberiJ wewenang untuk melakukan tindakan yang 

I 

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat 
pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja 
sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Timur tahun anggaran 2005; ' 

! 

d. Sura! Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
Prov;nsi Jawa Timur .tahun anggaran 2005; Surat Pengesahan Ditjen 
Perbendaharaan Nomor: 05/24.01/2005 tanggal 31 Desember 2004 

Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 440/4124/031/2005 tanggal 10 April2005 
tentang Permohanan Penerbitan SK KPA dan Perangkatnya. 

Mengingat 

' 

I . Undc;mg-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)" 

2. Und~ng-undang Nomor I tahun 2004 tentani ' Perbendaharaan Negara 
(Len,tbaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5. Tambahan 
Lemparan Negara Republik In,dgpesia Nomor 4355); 
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3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4442); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara!Lembaga (Lembaran Negara 
Repui:>lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4406); 

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4418); 

7. Keputusan Presiden Nomor 187 /M tahun 2004, ten tang Pengangkatan 
Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kab~.net Indonesia Bersatu; 

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/Xl/2001 
tenta:1g Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 

9. Perat1Jra~1 Menteri ~euangan Rl Nomor 606/PMI<.06/2004 tentang 
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaap Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara Tahun 2005 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHA TAN RI TENT ANG PENET APAN 
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG 
DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG 
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT 
KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBA Y ARAN, 
DAN BEND AHARA PENGELUARAN SA TUAN KERJA SEMENT ARA 
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN 
PROVINSI JAW A TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005 

..... 
Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran SLuat Keputusan ini 
masing-masing sebagai Pejabat yanR terkait dalam Pelaksanaan An·5garan 
Pendapatan dan Belanja Negan1-·(APBN) pada Satuan Kerja Sementara 
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timr tahun 
anggaran 2005. 
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Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERT AMA bertanggungjawab sepenuhnya 
sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan 

Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan DP.partemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat 

Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran · 2005, dengan ketentuan apabila 
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

Siti Fadilah Supari , Sp.JP (K) 

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan :ian Pembangunan. 
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan. 
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan. .· 
5. Gubernur Jawa Timur di Surabaya 
6. Direktur Jenderal Perbenda.haraan Departemen Keuangan. 
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XV Surabaya 
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya 
9. Kepada yang bersangk:utan 

. ~ ·""" · 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KESEl-lA TAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 744/MENKES/SK/V/2005 TANGGAL : 25 MEI2005 

TENTANG 
PENf.TAPAN PEJABAl; KUASA PENGGUNA ANGGARAN. PEJABAT YANG DIBERI 
WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN 
ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN). PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAI-l 
PEMBAYARAN. DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA 
PENINGKATAN PELAY.A.NAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 
ANGGARAN 2005 

No NAMA.NIP JABATAN JABATAN DALAM KEPUTLJSAN INI 

I dr. Bambang Giatno R. MPH 
NIP 140.097.695 

2 dr.Guntur Budi Wanarto. MS 
NIP 140.097.052 
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dr. Budi Rahayu. MPH 
NIP 140.135.063 

dr. A. Ratgono. MSc 
NIP 140.100.999 

dr. Dodo Anando. MPH 
NIP 140.139.771 

Drs.H.A. Mudjib Affan.MSc.MARS 
NIP 140.098.167 

Ora. Etty Retno, Apt 
NIP 140.140.234 

Drg. Diana Yuntari. M.Kes 
NIP 140.123.502 

Drs. Agus Setiawan, MSi 
NIP 510.088.383 
Drs. Slamet Haryono 
NIP 140.065.252 

Kepala Dinas Kt;.sehatan Pejabat Ku.asa Pcngguna Anggaran 
Provinsi Jawa Timur 

Ka.Subdin Yankes Dinas Pejabat yang diheri kcwenangan lllltll.: r.~elakukan 

Kcs.:hatan Provinsi Jawa Timur tindakan yang m.:ng<~kihatknn pcngdu<1ran anggaran 
belanja pad a Program Upaya Kesehatan Pcrorangan ( UKP) 
& Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Dinas Kesc:hatan 
Prnvinsi Jawa Timur 

Ka.Subdin PSD Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

Ka.Subdin P2P & PL Dinas 
Kesehatan rrnvinsi Jawa Timur 

Ka.Subdin Kesga dan Gizi 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur 

Ka.Subdin Sungram Dinas 
Kcschatan Prnvinsi Jawa Timur 

Ka.Subdin Farmakmin Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

Kasie Pengembangan 
Kelembagaan Kebutuhan 
Nakes Din as Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur 
Kasubag Keuangan Din as 
Kesehatan Provinsi Jawa Timur 
Staf Subdin Yankes Din as 
Keschatan Provinsi Jawa Timur 

Pc:jabat yang dibcri kc:wenangan untuk melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 
belanja pada Program Promosi Kesc:hatan dan 
Pemhcrdayaan Masyarakat & Program Sumber Daya 
Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

Pejabat yang dihcri kewenangan untuk melakukan 
tindakan yang mcngakihatkan pengeluaran anggaran 
hdanja pada l'rngram l.ingkungan s.:hat & Program 
l'cnc.:gahan dan l'.:mh.:rantasan Pcnyakit Dinas K.:schatnn 
Provinsi Jawa Timur 

Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 
belanja pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas 
Kesehatim Provinsi Jawa Timur 

Pejabat yang diberi kewenangan untuk mdakukan 
tindakan yang m.:ngakibntkan p.:ng.:lu<1run anggaran 
bdanja pada Progam Kebijakan d<1n Maniljem.:n 
Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur 

Pejab<1t yang diberi kewenangan untuk melakukan 
tindakan yang mengakib<1tkan pcngeluaran anggaran 
belanja pada Program Obnt dan Perhekalan Kcsehatan 
Dinas Keschatan Provinsi Jawa Timur 

Pejabat penguji SPM 

Pejabat yang diberi wewenang untuk rnenandatangan i 
SPM 
Bendahara pengeluaran 

\1 Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 


